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BUPATIKUTAITIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 18/02. 188.3IHKNIIII2007

TENTANG

URAIAN TUGAS
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintahan

Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna, maka

dipandang perlu menetapkan secara terperinci mengenai uraian

tugas jabatan di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di

atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai

Timur;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah di

ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara



MenetapKan

4. unoang-unoang Nomor 4/ 1anun 1':J':J':J tentang remoemusan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinan, Kabupaten Kutai

tsarat, K.al)upaten Kutat runur aan Kota rsontang (Lemnaran

Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor jlS':Jb), seoagannana teian uiuoan uengan trnaang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000;

,. Peraturan remenntan rsomor ie ranun 1':J':J4 tentang Janatan

Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor

1.1., 1amoanan Lemoaran Negara Nomor j'41 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang

YengangKatan yegawm Negen ;:Slpll;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

YengangKatan regawa; rsegen ;:SlpIlUaIam Jaoatan Strukturai;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

YengangKatan.,remmaanan, remtemeanan regawa; Negen

Sipil (Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lemearan rsegara Nomor 41.()j);

9. Peratwan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001

tentang rembentusan urgamsasl can 1ala ker.Ja umas

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur;

flhKAlUKAN HUYAll kUIA1 IIMUK IhNIANU UKAlAN

TUGAS DINAS KESEJAlITERAAN SOSlAL KABUPATEN

kU IAl IlMUK.



BAD I

KETENTUAN UMUM

Pasall

a. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;

b. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

c. Dians Kesejabteraan Sosial adalah Dians Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai
Timur;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dims Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.

BABlI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Dims K.esejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksaoa pemerintah daerah di

bidang kesejahteraan sosial;

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dims yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada 8upati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Dinas sebagaimana dimaksud pasal 1, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

\ rumah tangga di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal4

Dalam menyelenggarakan togas sebagairnana dimaksud pada pasal 2, Dinas

K.esejahteraatt Soaial mempunyai fungsi:

a. Pemmusan kebijaksaoaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial;

c. Pelaksanaan bimbingan kesejahteraan sosial kepada masyarakat;

d. Pemberian bantuan sosial kepada masyarak.at;

e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial;

f. Pelaksaaaan pembinaan urusan tata usaha



BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas;

c. Bagian Tata Usaha;

d. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial;

e. Sub Dims Pelayanan Sosial;

f. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial;

g. Sub Dinas Bantuan Sosial;
.~ h. Kelompok Iabatan Fungsional;
..-

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal5 huruf a, mempunyai togas :

a. membantu Bupati menyelenggarakan rumah tangga daerah di bidang kesejabteraan

sosial;

b. Merum.tJSkai'l tujwm dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi

pem.erintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan;

~ c. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja

dilingkungan Dinas Sosial;

d. Melak..wnakabkewenangan desenttalisasi dan dekonsentmsi dibidaDg sosial;

e. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

f. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor basil

pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja dilingkungan Dinas Sosial;

g. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran

di bidang sosial secara vertikal dan horizontal;

h. Menyusun dan membuat laporan basil pelaksanaaa tugas Dinas Sosial kepada

atasan;

i. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja

dilingkungan Dinas Sosial baik di bidang teJrnis administrasi pelaksanaan aIiggar8n



j. Melaksanakan dan melaporkan tugas-

atasan.

tugas lain yang dilimpabkan oleh

Bagian Kedua

Waki! Kepa1.a Dinas

Pasal7

Wakil Kepala Dims sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai togas :

a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas Kesejahteraan Sosial apabila Kepala

Dims berhalangan;

b. Melaksanakan sebagian togas Kepala Dinas di bidang sosial;

c. memimpin kegiatan intern Dinas Kesejahteraan Sosial sebari-hari;

d. memberikan saran-saran kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

~ e. melaksanakan togas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

f. Melaporkan basil pelaksanaan togas kepada Kepala Dims;

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal8

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, mempunyai togas :

a memberikah })elayanan tekiiis aditiliistrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh

satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial dan seluruh

satuan organisasi dalam lingkungan Dims Kesejahteraan Sosial Kabupaten

dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya ;

b. m:enyelenggarakaii urusan Stii'at fueiJ.ymat dan ketataarsipan dinas serta

melaksanakan togas-tugas umwn lainnya antara lain bidang keprotokoIan dan

kehumasan serta petjalanan dinas ;

c. menyelenggarakan penyusunan program, statistik dan pelaporan ;

d. menyelenggarakan pengumpulan data dan peraturan penmdang-undangan dalam

rangka penyempurnaan organisasi dan tam laksana ;

e. menyelellggarakan administrasi kepegawaian Dinas Kesejahteraan Sosial

Kabupaten ;

f. menyelenggarakan administrasi perlengkapan Dinas Kesejahteraan Sosial

Kabupaten;

g. menyelenggatakmi adminstrasi keuangan Dinas Keseiahteraan Sosial



h. Melakukan koordinasi pengawasan fungsional di

lingkungan Dinas Sosial;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas seswu

dengan bidang tugasnya ;

J. memberikan saran kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan

bidangnya.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub 8agian Umum dan Perlengkapan;

Pasal9

(I) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai togas :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan s1rategik;

b. menganalisa data dan informasi;

c. MertifuUSbil fujuan realitas dalam perencauaan kebijakan dan program

strategis;

d. Menyusun standar pelayanan tjljnjrttaJ bidang kesejahteraan sosial;

e. Membuat laporan penilaian basil pelaksanaan kegiatan pembangunan;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan. pengkajian, peneJitian,

pengembangan dan pemantauan pada kegiatan Dinas K.esejahteraan Sosial;

g. melaksanakan evaluasi terbadap pelaksanaan kegiatan Dims

kesejahteraan Sosial.

h. nrembantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

1. melaksenakaa tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tngas :

a. membantu K.epala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

b. melaksanakan

c. melaksanakan dan menyusun rencana anggaran dinas;

d. melaksaDakan administrasi keuangan nieliputi pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan

pertanggungjawaban verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

e. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja barang,

belanja peineliliaiaari. dati pembayaran biaya petjalanan dinas ;



(3) Sub Bagian Umwn dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

b. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan ketata arsipan dinas ;

c. menyelenggarakan urusan nunah tangga dinas ;

d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perpustakaan, dan kehumasan;

e. mengumpulkan, menilai dan menyusun rencan kebutuhan kantor dan kebutuhan

unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan standarisasi yang berlaku ;

f. menyampaikan pengadaan barang-barang kebutuhan kantor ;

g. menyampaikan dan memelihara barang-barang keperluan dinas ;

h. menyalurkan barang-barang untuk keperluan Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha,

Sub Dinas dan unit-unit pelaksana teknisnya ;

1. menyusun inventarisasi dan mengajukan usulan untuk penghapusan barang-

barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

j. mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan milik dinas ;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata

'\

Bagian Empat

Sub Dinas Pemberdayaan Sosial

PasallO

(1). Sub Dinas Pemeberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d

mempunyai tugas :

a melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan sosial, penyuluhan, bimbingan

kesejahteraan masyarakat;

b. mempersiapkan baban untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat;

c. melakukan pemberdayaan dan pembinaan terbadap masyarakat terutama

terhadap masyarakat yang terisolir;

d. menyiapkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat.

e. melaksanakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dalam menggulangi

masalah sosial.

(2) Sub Dinas Pemberdayaan Sosial membawahi :

a Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;

b. Seksi Bina Lembaga Sosial;

c. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.



Pasalll

(1) Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas :

a. Menyusun program pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;

b. memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang masalah sosial kepada

masyarakat, relawan, masyarakat, tokoh masyarakat dan Karang Taruna;

c. melakukan pendataan tenaga kesejahteraan sosial masyarak:at, pekerja sosial

masyarakat, relawan sosial, masyarakat dan Karang Taruna;

d. mengembangkan keterampilan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah

sosial ;

e. melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat.;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sub Dinas Pemberdayaan

Sosial.

(2) Seksi Bina Lembaga Sosial mempunyai tugas :

a. menyiapkan data untuk pelaksanaan penbinaan masyarakat;

b. melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap organisasi sosial, tenaga ..tenaga

sosial dan masyarak:at

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan

Pendataan.

(3) Seksi Perijinan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas:

a. menyiapkan data untuk pemberian dana bantuan sosial

b. melakukan kegiatan untuk pengumpulan dana bantuan sosial

c. memberikan perijinan untuk pemberian dana bantuan sosial;

d. melakukan pengawasan terhadap pemberian dana bantuan sosia1;

Bagian Kelima

Sub Dinas Pelayanan Sosial

Pasal12

(1). Sub Dinas Pelayanaan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis di bidang

pelayanan sosial;.

b. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan strategi, program pola-pola dan

rencana-rencana operasional dalam bidang pelayanan sosial seperti



.: ~

Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat

dan Rehabilitasi Penderita Cacat;

c. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan koordinasi tehnis dengan pihak-
pihak terkait di bidang Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat dan Rehabilitasi

dan Penderita Cacat;

d.. melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan sosial yang

meliputi : Balita Terlantar, ADak Terlantar, Anak Korban Tiras dan

diperlakukan salah, ADak NakaI, ADak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi,

Wanita Korban Tiras dan diperlakukan salah, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia

Korban Tiras dan diperlakukan salah, Penyandang Cacat, Penyandang Cacat

Bekas penderita Penyakit Kronis, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas

Narapidana, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Keluarga Bennasalah Sosial

Psikologis, Pengidap HIV IAIDS;

e. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pemberian fasilitas pada

masyarakat/OrsosIY ayasan dibidang Kesejahteraan ADak, Kesejahteraan

Keluarga dan Masyarakat dan para Penderita Cacat;

f. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan pembinaan star di lingkungan Sub

Dinas Pelayanan Sosial;

g. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2). Sub Dinas Pelayanan Sosial membawahi :

a. Seksi Kesejahteraan ADak dan Keluarga;

b. Seksi Bina Pengawasan Panti Asuhan, Usia Lanjut dan Jompo;

c. Seksi Pembinaan Keluarga Miskin dan Korban Bencana

Pasal13

(1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas :

a. Melakukan pendataan mengenai tingkat kesejahteraan anak dan keluarga di

lingkungan kabupaten Kutai Timur;

b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawan terbadap

kesejahteraan anak dan keluarga baik dalam bentuk sistem panti sosial

pemerintah maupun swasta;

c. Memberikan bimbingan dan rehibilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak

yang tidak mampu, anak. yatim piatu, anak korban tiras dan dipedakukan salah,

anak nakal, dan anak jalanan.

(2) Seksi Bina Pengawasan Panti Asuhan, Usia Lanjut dan Jompo mempunyai tugas :

a. melakukan pendataan dan perencanaan untuk pemberian pelayanan terhadap



~L.) ~eKSl nma rengawasan Panti Asunan, USIa Lanjut aan Jompo mempunyai tugas :

a. melakukan pendataan dan perencanaan untuk pemberian pelayanan terhadap

pann asunan, USIaiamut oanjompo;

b. membuat program pengembangan panti baik: secara fisik maupun terhadap

sumner aaya manusianya.

c. memberikan bimbingan kepada panti-panti agar memiliki kinerja dan

peiayanan yang naik ternaaap penyanaang;

d. melakukan pengawasan, pembinaan dan pelayanan kepada penyandang masalah
kesejanteraan anak, keiuarga USIaianjut oanjompo.

(3) Seksi Pembinaan Keluarga Miskin dan Korban Bencana mempunyai tugas :

a. merencanasan xegiatan ternaaap orang tenantar aan xemarga nussm;

b. memberikan rekomendasi untuk pemulangan orang terlantar;

c. memoenkan kennganan maya perawatan aan pengooatan xepaoe kemarga yang

tidak mampulmiskin;

a. melalruKan perencanaan penanggurangan oencana ternaa.ap xemungsman

terjadinya bencana alam;

e. MengteaenUtlKaSl aan memouat peta uaeran rawan bencana aiam, oencana

sosial, korban tindak kekerasan;

t. meiazusan sunuiasi WltuK mengannsipasi aaanya oencana aiam;

g. melakukan pendataan terhadap korban bencana apabila terjadi bencana alam;

n. memoenzan bantuan xepaaa korean oencana aiam .

.Hagl8Il K.eenam

Sub Dinas Rehibilitasi Sosial

.t"asal14

(1). Sub Dinas Rehibilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f

mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan mengk.oordinasikan penyusunan rencana strategis ill bidang

Sun umas xenaounasr ~OSIal;

b. merencanakan dan melakukan pembinaan mental secara keagamaan dan hukum

DagI penyanaang;

c. memberikan bimbingan dan keterampilan kerja basi para penyandang masalah

sosiai;

d. memberikan bantuan dan santunan bagi para penyandang masalah social baik:

secara materIal maupun 8081al.

(2). SubDinas Rehabilitasi Sosial membawahi :



n. ~eKSl xemounasi Anak NaKal Korean NarKOUKaaan rsekas Narapmana;

C. Seksi Penyantunan Penyandang Cacat.

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial mempunyai tugas :

a. memouat perencanaan tentang renamutasi penyanaang SOSlaJ yang aaa Ql

Kabupaten Kutai Timur;

o. meiasusan penanganan 08gJ. anaK terIalltar, anaK yang UaaK mampu, anas

yatim piatu, anak cacat fisik, anak cacat mental dan cacat sosial;

c. meiaxsanasan pemomaan aan pengawasan temaaap oaaan pemenntan maupun

non pemerintah yang menangani masalah rehabilitasi penyandang sosial;

a. memeensan perannan xepaaa oaaan pemenntan maupun non pemenntan yang

menangani masalah rehabilitasi untuk peningkatan pelayanan terhadap para

'"l' penyanaang SOSlaJ.

(2) Seksi Rehabilitasi Anak Nakai Korban Narkotika dan Bekas Narapidana :

a. memouat perencanaan tentang renaeunasr anas naxa; xorean narxooa can

bekas narapidana;

o. metaxsanaan pemmnaan ternaaap korean narsoea aan oeeas narapidana;

c. melakukan upaya pencegahan kenakalan remaja penyalahgunaan narkotika;

a. memoeruam mmomgaa mental SOCIal aan peiannan Keterampuan D8l.K at aaiam

maupun di luar pantie

tj ) ~eKSlrenyentunan 1"enyanaang cacat :

a. membuat perencanaan tentang kegiatan rehabilitasi penyandang cacat;

D. meJ.aKU.Kanpenaataaa temacIap penyanaang cacat yang teraapat at Kanupaten

Kutai Timur ;

c. memeenxan tnmbmgan aan pemmnaan untuk pengemoangan xeterampuan Dagt

para penyandang cacat ;

a. memeensan nantuan oerupa maten ataupun rasunas yang orpermsan untuK.

wirausaha dan kemitraan bagi penyandang cacat.

HagumketuJun

Sub Dinas Bantuan So sial

rasai Ib

(1). Sub Dinas Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasa1 5 huruf g

mempunyai tugas :

a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis di bidang



O. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program,pola dan rencana kena

operasional eli bidang bantuan sosial sesuai dengan peraturan peryundang-

unaangan yang oenasu;

c. memberikan petunjuk dan monitoring terbadap pelaksanaan kegiatan pemberian

oantuan sosiar;
d. membuat perencanaan kegiatan bantuan korban bencana, orang terlantar dan

raor InlSJOn;

e. membuat perencanaan kegiatan perijinan pengumpulan sumbangan sosial, dan

sejemsnya;

f. membuat pengolahan data perijinan pengumpulan sumbangan sosial, dan

sejemsnya;

g. menyusun strategi program pengentasan kemiskinan;

n. merakuxan xuaunkasi stanoar mutu pusnmwan oantuan sosiat;

i. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat (OrsosILSM,panti sosial, dunia

usana, perguruan nnggi) seoagai mnra pemenntan;

J. melakukan rehabilitasi sosial daerah kumuh,

l.!). sue vmas Hantuan ;:SOSlalmemeawam :

a. Seksi Bantuan Sosial;

e. ;:seKSll'antawan aan l'ennus K.emeraeKaall;

c. Seksi Perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

rasar J I

(1) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas :

a. memouat perencanaan Kegtatan korean oencana, orang tenantar oan taKlr

miskin;

e. metassanasan pengumpuian can pengoianan aata aaeran rawan oencana, taKlr

miskin dan orang terlantar,

c. meiaxsanasan mmmngan SOSlal aan mOtlV381terna<Iap masyaraKat yang tmggal

di daerah rawan bencana dan keluarga miskin

Q. metaksanasan pemoenan oanman xepaoa Koman oencana, orang tenantar aan

fakir miskin;

e. pemmnaan lanJut xepaaa penenma oaatuan;

f. melakuakan pemberdayaan komunitas adat terpencil;

g. memouat xegiatan penjinan pengumpwan sumoangan SOSIa!, peiazsanaan

undian dan sejenisnya;



,')

n. meiakusan pengoianan <lata penjinan pengumpuian

sumbangan sosial, pelaksanaan undian dan sejenisnya;

1. meiassanasan pemantauantpengawasan serta penernoan ternaaap peiaksanaan

kegiatan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan di wilayah Kabupaten

KUtru I nnur;

(2) Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan mempunyai tugas :

a menyiapkan Clan mengkoorcmasisan penyusunan rencana strategis <Ian rencana

anggaran Sub Bidang Pahlawanan dan Perintis Kemerdekaan;

b. menyusun program <Ian kegiatan kepamawanan ramewanan <Ian Pennus

Kemerdekaan;

c. meiakuzan pemmnaan Keparuawanan (Ian. xepennnsan oagr generasi muda;

d. melakukan penyuluhan sosial tentang nilai-nilai kepeloporan bagi generasi

muaa;

e. memberikan bantuan baik berupa material maupun non material kepada veteran,

warakawun, jaada-janda paruawan <Ian xeiuarga paruawan;

f. memberikan penghargaan kepada veteran.

g. melaJcsanaKan <Ian meraporxan tugas Jam yang uioensan K..epaJaDmas;

(3) Seksi Perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai tugas :

a. menyiapkan oan mengkooramasikan penyusunan rencana strategis can rene ana
anggaran Sub Bidang Perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM);

b. menyusun program can Kegtatan tentang penmoungan <Ian naK asasi manusia

bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur;

c. meiasusan pengawasan clan penennan adanya uneazan lCeKerasanoaiam ruman

tangga, anak terlantar, anak jalanan;

<1. membenkan pernndungan dan bantUan balk. secara mental atau nuzum ternaaap

korban yang mengalami tindakan kekerasan;

e. meiasusan penyunman kepada masyarasat yang tmggai <1l caeran rawan

bencana alam dan keluarga miskin;

r, metassanasan dan meiaporaan tugas lam yang aioensan Kepaia umas;

Hagrnn Kedeiapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasai JZS

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada Pasal 5 huruf h,

mempunyai tugas melaKsanakan xegiatan teams sesuai aengan mcang Keab.llannya

masin -masin .



(1.) Keiompok ranatan l-ungsronat sebagaimana OlITla.KSUOpada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang

oeraca 01 bawan dan bertanggung jawab iangsung kepada Kepaia Lnnas,

Pasat 1'i

(1) Kelompok labatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dapat dibagi

ke uaiam suo-suo xeiompok sesuai aengan keoutunan dan masmg-masmg dipimpm

oleh seorang tenaga fungsional senior;

(1.) Jurman tenaga rungsionai ditentukan berdasarkan snat, jems dan oeoan kerja;

(3) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang oenaku .

.tSA.tS 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasar zu

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetanumya, memermtankan pengundangan peraturan Bupan InI

dengan penempatannya dam Berita Daerah Kabupaten kutai Timur.

Ditetapkan 01 Sengata
Pada tanggal 22 Agustus 2007

u, A WANti J:4AKUEK. 1:SttAK.


